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LAMPIRAN 2.HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK KPP MAKASSAR 
SELATAN 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apakah setelah diterbitkannya PP No.55 

Tahun 2022 jumlah dan kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM meningkat di KPP Pratama 

Makassar Selatan? 

Dari data yang ada memang betul bahwa 

jumlah wajib pajak yang mendaftar 

mengalami kenaikan setelah adanya 

penerapan PP No.55 Tahun 

2022,walaupun tidak sebanyak dari 

tahun sebelumnya dikarenakan adanya 

jangka waktu jangka waktu pengenaan 

tarif PPh final 0,5% dan faktor lainnya 

yaitu masih perlunya sosialisasi bagi 

pengguna UMKM tapi  dari pihak KPP 

sendiri melakukan berbagai upaya untuk 

mensosialisasikan terkait PP ini kepada 

para UMKM baik secara langsung 

maupun secara tidak langsung. 

Sosialisasi secara langsung dilakukan 

melalui program BDS dimana program 

tersebut merupakan program 

pengembangan bagi UMKM sekaligus 

wadah edukasi untuk para pelaku UMKM 

terkait perpajakan. Selain itu kami juga 

memberikan edukasi ke wajib pajak 

UMKM melalui berbagai media secara 

rutin seperti podcast dan live Instagram. 

Dan yang paling utama, kami juga di sini 

ada helpdesk jadi bagi WP yang ingin 

konsultasi secara langsung boleh datang 

kesini 

2.  Apakah setelah diterbitkannya PP No.55 

Tahun 2022 kontribusi UMKM atas 

penerimaan pajak berpengaruh signifikan 

terhadap total penerimaan pajak di KPP 

Pratama Makassar Selatan? 

Tidak terlalu berpengaruh karena karena 

sumber penerimaan tidak hanya dari 

UMKM. Selain itu, tujuan utama 

peraturan ini bukan hanya menambah 

pendapatan negara, tetapi juga untuk 

meningkatkan kesadaran perpajakan 

pelaku UMKM, mengingat ada kewajiban 

membayar pajak dari setiap penghasilan 

yang diterima. 
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3.  Apa saja usaha KPP Pratama Makassar 

Selatan untuk mengedukasi para UMKM 

atas PP No.55 Tahun 2022? 

Kami punya program tahunan untuk 

pelaku UMKM namanya BDS. Selain 

acara utamanya, kami juga edukasi 

tentang peraturan perpajakan, 

khususnya PP 55. Rutinnya, kami 

adakan podcast dan live di Instagram, 

terutama selama pandemi. Setiap 

semester, pasti ada dua episode baru 

untuk update aturan, termasuk PP 55. 

Ada juga layanan helpdesk untuk 

konsultasi langsung wajib pajak. 

4.  Apa saja kendala yang dihadapi KPP 

Pratama Makassar Selatan baik dalam 

pemberian edukasi bagi para UMKM atau 

dalam pengolahan penerimaan pajak 

setelah diterbitkannya PP No.55 Tahun 

2022 

Untuk kendala sebenarnya nggak ada 

yang berat banget ya, tapi untuk 

sebenarnya pertama kembali ke 

kesadaran wajib pajak jadi kendala 

paling dasar untuk semua aturan makan 

itu kesadaran wajib pajak merasa takut 

merasa bahkan untuk ke kantor pajak 

untuk bertanya pun mereka masih segar 

seperti itu makanya Kendal pertamanya 

itu kesadarannya yang kedua itu terkait 

wajib pajak yang masih belum update 

teknologi agak susah memberitahukan 

info karena kami biasa update infonya 

melalu sosial media 

5.  Atas kendala-kendala tersebut, apa 

solusi yang diberikan/dilakukan oleh KPP 

Pratama Makassar Selatan? 

Untuk Solusinya sendiri, karena kita kan 

udah tau nih kalau beberapa pelaku 

UMKM ada yang belum punya sosial 

media jadi kita kirim informasinya melalui 

pesan siaran ke whatsapp ke tema-

teman yang terdaftar sebagai UMKM 

6.  Bagaimana pandangan bapak/ibu 

mengenai penerbitan PP No.55 Tahun 

2022? Apakah dengan adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 

membuat para pelaku UMKM tertib 

menjalankan kewajiban perpajakannya 

dan mau untuk mendaftarkan diri sebagai 

wajib pajak UMKM? 

Sangat bersyukur ada PP 55, terutama 

bagi mereka yang baru memulai usaha. 

Aturan ini sangat memudahkan untuk 

pelaku usaha yang mungkin masih kecil 

atau belum mendapatkan keuntungan 

dari usahanya. PP 55 memberikan 

fasilitas istimewa bagi UMKM dengan 

tarif pajak hanya 0,5%. Artinya, bagi 

yang memiliki omset hingga 500 juta, 

mereka tidak akan dikenai pajak. Ini 

memberikan peluang bagi pelaku usaha 

UMKM yang baru atau yang belum 

mencapai omset yang signifikan untuk 

tidak perlu membayar pajak. 



 

57 
 

7.  Apakah terdapat sanksi bagi Wajib Pajak 

UMKM yang terlambat membayar  atau 

melapor PPh final 0,5% ini? 

Sanksi pembayaran berdasarkan 

undang-undang PPH sebesar 2% dari 

jumlah bulan keterlambatan. Ada juga 

sanksi terkait pelaporan, harus 

dilaporkan paling lambat 3 bulan terakhir 

setelah tahun pajak berakhir: jadi Maret 

untuk orang pribadi dan April untuk 

badan. Denda untuk orang pribadi 

Rp100.000 per tahun, sedangkan badan 

Rp1 juta per tahun. 

 

 

Nama Narasumber : Pak Faisal 

Jabatan  : AR di KPP Pratama Makassar Selatan 

No. Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  Apakah setelah diterbitkannya PP No.55 

Tahun 2022 jumlah dan kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM meningkat di KPP Pratama 

Makassar Selatan? 

Kalau jumlahnya secara angka ada 

penambahan jumlah WP cuman untuk 

kepatuhannya saya tidak tahu 

persis,malah data yang saya dapat itu 

kepatuhan tidak lebih baik dari tahun-

tahun sebelumnya mungkin karena wajib 

pajak semakin banyak namun belum 

diiringi dengan kesadaran akan 

kewajiban perpajakannya 

2.  Apakah setelah diterbitkannya PP No.55 

Tahun 2022 kontribusi UMKM atas 

penerimaan pajak berpengaruh signifikan 

terhadap total penerimaan pajak di KPP 

Pratama Makassar Selatan? 

Kalau soal itu tidak terlalu signifikan 

3.  Apa saja usaha KPP Pratama Makassar 

Selatan untuk mengedukasi para UMKM 

atas PP No.55 Tahun 2022? 

Kalau untuk kegiatan edukasi di KPP 

sekarang ada program BDS yaitu 

pembinaan dan pengembangan untuk 

umkm kemudian dalam situ dikasi 

edukasi mengenai hak dan kewajiban 

selaku wajib pajak UMKM  

4.  Apa saja kendala yang dihadapi KPP 

Pratama Makassar Selatan baik dalam 

pemberian edukasi bagi para UMKM 

atau dalam pengolahan penerimaan 

pajak setelah diterbitkannya PP No.55 

Tahun 2022 

Lebih ke kendala waktu mereka dan 

tidak sedikit dari pelaku UMKM ini 

mendaftarkan NPWP hanya sebatas 

keperluan administrasi seperti untuk 

pengajuan modal dan koperasi dan tidak 
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semua pelaku UMKM ini sadar akan 

kewajibannya dalam membayar pajak 

5.  Atas kendala-kendala tersebut, apa 

solusi yang diberikan/dilakukan oleh KPP 

Pratama Makassar Selatan? 

Kami dari sisi petugas menyiapkan 

helpdesk jadi Ketika mereka mau 

menananyakan informasi terkait 

perpajakan nah kita bantu setiap hari 

dari jam 8 pagi sampai 4 sore terus kalo 

untuk event kita setahun ada beberapa 

kali 

6.  Bagaimana pandangan bapak/ibu 

mengenai penerbitan PP No.55 Tahun 

2022? Apakah dengan adanya Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 

membuat para pelaku UMKM tertib 

menjalankan kewajiban perpajakannya 

dan mau untuk mendaftarkan diri 

sebagai wajib pajak UMKM? 

Secara pribadi nggak ada masalah 

dengan peraturan ini kita dukung saja 

semua yang menjadi kebijakan 

7.  Apakah terdapat sanksi bagi Wajib Pajak 

UMKM yang terlambat membayar atau 

melapor PPh final 0,5% ini? 

Kalau sanksi ada,contoh kalau 

usahawan yang omzetnya lebih dari 

500juta setahun ada kewajiban untuk 

membayar pph final setiap bulan kalau 

lewat dari jangka waktunya,ada namanya 

stp (surat tagihan pajak) itu nilai 100rb 

untuk setiap masa pajak pembayaran 

sanksi administrasinya, kalau untuk 

pelaporan paling lambat akhir maret 

tahun berikutnya untuk OP kalau badan 

usaha akhir April lewat dari itu ada 

sanksi administrasi kalau orang pribadi 

100ribu kalau badan usaha kena sanksi 

spt sebesar 1 juta 
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No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1. 
Barang/jasa apa saja yang dijual dalam 

usaha bapak/ibu? 

Service dan jual beli computer 

sama laptop dek 

2 
Berapa karyawan yang dipekerjakan 

dalam usaha bapak/ibu? 

Empat orang karyawan yang 

bantu saya disini 

3 

Berapa kisaran omzet per bulannya 

dalam usaha bapak/ibu? 

Omzetnya yang saya dapat 

setiap bulan kurang lebih 

Rp40.000.000 

4 
Apakah bapak/ibu sudah melakukan 

pembukuan? 

Sudah dek 

5 

Apakah bapak/ibu melaksanakan dan 

mengetahui kewajiban perpajakan yang 

harus dikenakan pada penghasilan atas 

usaha bapak/ibu? 

Tau dek dan kebetulan saya 

juga sudah bayar 

6 

Apa alasan bagi bapak/ibu untuk 

belum/telah melaksanakan kewajiban 

perpajakan tersebut? 

Karena kewajiban 

7 

Apakah sebelumnya bapak/ibu 

mengetahui PP Nomor 55 Tahun 2022 

terkait tarif untuk pajak penghasil bagi 

peredaran usaha dengan bruto 

tertentu? 

Untuk peraturan itu saya belum 

tau karena belum pernah 

dengar 

8 

Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan 

edukasi/sosialisasi tentang kewajiban 

perpajakan khususnya PP Nomor 55 

Tahun 2022 dari KPP Pratama 

Makassar Selatan atau dari pihak lain? 

Belum pernah dek 

9 

Dengan PP 55 yang menetapkan tarif 

pajak sebesar 0,5% dan perhitungan 

yang cukup sederhana, di mana omzet 

(pendapatan kotor) bulanan hanya 

dikalikan dengan tarif tersebut, apakah 

Anda bersedia membayar kewajiban 

pajak anda? 

Iya mau kalau diarahkan  

 

 

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM TOKO SERVICE 

DAN JUAL BELI LAPTOP BEKAS 

NAMA PEMILIK : AI 

NPWP   : Ada 

TAHUN MERINTIS : 2018 

 

 

LAMPIRAN 3 HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM 

 

LAMPIRAN 4 HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM 
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HASIL WAWANCARA DENGAN UMKM FASHION RAJUT 

NAMA PEMILIK : AM 

NPWP   : Ada 

TAHUN MERINTIS : 2021 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 

Barang/jasa apa saja yang dijual dalam 

usaha bapak/ibu? 

Kerajinan rajut seperti 

tas,sarang bantal bahkan baju-

baju juga 

2 
Berapa karyawan yang dipekerjakan 

dalam usaha bapak/ibu? 

Tiga orang 

3 

Berapa kisaran omzet per bulannya 

dalam usaha bapak/ibu? 

Untuk omzetnya sendiri itu saya 

daptnya kurang lebih 10juat per 

bulan 

4 
Apakah bapak/ibu sudah melakukan 

pembukuan? 

Sudah tapi yang sederhana  

5 

Apakah bapak/ibu melaksanakan dan 

mengetahui kewajiban perpajakan yang 

harus dikenakan pada penghasilan atas 

usaha bapak/ibu? 

Tau kalo soal pajak tapi belum 

pernah bayar, 

6 

Apa alasan bagi bapak/ibu untuk 

belum/telah melaksanakan kewajiban 

perpajakan tersebut? 

alasannya karena tidak tau 

gimana cara bayarnya 

7 

Apakah sebelumnya bapak/ibu 

mengetahui PP Nomor 55 Tahun 2022 

terkait tarif untuk pajak penghasil bagi 

peredaran usaha dengan bruto tertentu? 

Kalau peraturan itu tadi belum 

saya dengar 

8 

Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan 

edukasi/sosialisasi tentang kewajiban 

perpajakan khususnya PP Nomor 55 

Tahun 2022 dari KPP Pratama 

Makassar Selatan atau dari pihak lain? 

Untuk sosialisasi terkait 

peraturan  

ini maupun peraturan pajak 

lainnya  

saya belum pernah dapat dek 

9 

Dengan PP 55 yang menetapkan tarif 

pajak sebesar 0,5% dan perhitungan 

yang cukup sederhana, di mana omzet 

(pendapatan kotor) bulanan hanya 

dikalikan dengan tarif tersebut, apakah 

Anda bersedia membayar kewajiban 

pajak anda? 

Iya dek,insyallah kalua mudah 

caranya dan tidak terlalu 

banyak yang saya bayar nanti  
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HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM WARUNG MAKAN 

NAMA PEMILIK  : WA 

NPWP   : Ada 

TAHUN MERINTIS  : 2019 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 

Barang/jasa apa saja yang dijual dalam 

usaha bapak/ibu? 

Yah semacam warung makan 

lah nak,jual makanan dan 

minuman  

2 
Berapa karyawan yang dipekerjakan 

dalam usaha bapak/ibu? 

Dibantu sama lima orang kalua 

disini 

3 

Berapa kisaran omzet per bulannya 

dalam usaha bapak/ibu? 

Omzetnya yang saya dapat 

kisaran Rp5.000.000 – 

Rp10.000.000.  

4 
Apakah bapak/ibu sudah melakukan 

pembukuan? 

Sudah nak 

5 

Apakah bapak/ibu melaksanakan dan 

mengetahui kewajiban perpajakan yang 

harus dikenakan pada penghasilan atas 

usaha bapak/ibu? 

Tau nak hanya dan sudah bayar 

dulu 

6 

Apa alasan bagi bapak/ibu untuk 

belum/telah melaksanakan kewajiban 

perpajakan tersebut? 

Karena sudah jadi tanggung 

jawab  

7 

Apakah sebelumnya bapak/ibu 

mengetahui PP Nomor 55 Tahun 2022 

terkait tarif untuk pajak penghasil bagi 

peredaran usaha dengan bruto 

tertentu? 

Kalau peraturan itu tadi belum 

saya dengar 

8 

Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan 

edukasi/sosialisasi tentang kewajiban 

perpajakan khususnya PP Nomor 55 

Tahun 2022 dari KPP Pratama 

Makassar Selatan atau dari pihak lain? 

Pernah kalau sosialisasi pajak 

tapi kalua tentang PP itu tidak 

pernah 

9 

Dengan PP 55 yang menetapkan tarif 

pajak sebesar 0,5% dan perhitungan 

yang cukup sederhana, di mana omzet 

(pendapatan kotor) bulanan hanya 

dikalikan dengan tarif tersebut, apakah 

Anda bersedia membayar kewajiban 

pajak anda? 

Iya mau  
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HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM KLINIK KECANTIKAN 

NAMA PEMILIK : EM 

NPWP   : Ada 

TAHUN MERINTIS  : 2018 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1 Barang/jasa apa saja yang dijual dalam 

usaha bapak/ibu? 

Klinik Kecantikan tapi ada juga 

jual produk kecantikan 

2 Berapa karyawan yang dipekerjakan 

dalam usaha bapak/ibu? 

Untuk sekarang ini kami punya 

9 karyawan 

3 Berapa kisaran omzet per bulannya 

dalam usaha bapak/ibu? 

Omzetnya yang saya dapat 

kisaran Rp50.000.000  

4 Apakah bapak/ibu sudah melakukan 

pembukuan? 

Pembukuan iya sudah 

5 Apakah bapak/ibu melaksanakan dan 

mengetahui kewajiban perpajakan yang 

harus dikenakan pada penghasilan atas 

usaha bapak/ibu? 

Iya tau dan kalau urusan bayar 

pajak juga sudah bayar 

6 Apa alasan bagi bapak/ibu untuk 

belum/telah melaksanakan kewajiban 

perpajakan tersebut? 

Ya karena wajib kan buat kita 

warga negara 

7 Apakah sebelumnya bapak/ibu 

mengetahui PP Nomor 55 Tahun 2022 

terkait tarif untuk pajak penghasil bagi 

peredaran usaha dengan bruto 

tertentu? 

Untuk peraturan itu, jujur saya 

belum tau sama sekali karena 

kebetulan untuk urusan bayar 

pajak dek saya punya konsultan 

yang urus hal-hal seperti itu 

8 Apakah bapak/ibu sudah mendapatkan 

edukasi/sosialisasi tentang kewajiban 

perpajakan khususnya PP Nomor 55 

Tahun 2022 dari KPP Pratama 

Makassar Selatan atau dari pihak lain? 

Belum pernah sih untuk 

sosialisasi. 

9 Dengan PP 55 yang menetapkan tarif 

pajak sebesar 0,5% dan perhitungan 

yang cukup sederhana, di mana omzet 

(pendapatan kotor) bulanan hanya 

dikalikan dengan tarif tersebut, apakah 

Anda bersedia membayar kewajiban 

pajak anda? 

Iya mau apalagi kalau tarifnya 

cuman 0,5% kankewajiban kita 

juga 
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HASIL WAWANCARA DENGAN PIHAK UMKM KULINER MINUMAN ES 

COKLAT 

NAMA PEMILIK : AH 

NPWP   : ADA 

TAHUN MERINTIS  : 2022 

 

 

 

 

No Pertanyaan Hasil Wawancara 

1.  
Barang/jasa apa saja yang dijual 

dalam usaha bapak/ibu? 
Minuman es coklat 

2.  
Berapa karyawan yang dipekerjakan 

dalam usaha bapak/ibu? 

2 orang yang bantu saya dalam 

usaha ini 

3.  
Berapa kisaran omzet per bulannya 

dalam usaha bapak/ibu? 
Sekitar 10-15 juta per bulan 

4.  
Apakah bapak/ibu sudah melakukan 

pembukuan? 
Iya sudah 

5.  

Apakah bapak/ibu melaksanakan 

dan mengetahui kewajiban 

perpajakan yang harus dikenakan 

pada penghasilan atas usaha 

bapak/ibu? 

Tidak tau sama sekali dan 

belumpernah bayar juga 

6.  

Apa alasan bagi bapak/ibu untuk 

belum/telah melaksanakan kewajiban 

perpajakan tersebut? 

Dikarenakan omzet masih di 

bawah omzet minimum UMKM 

untuk menjadi wajib pajak 

7.  

Apakah sebelumnya bapak/ibu 

mengetahui PP Nomor 55 Tahun 

2022 terkait tarif untuk pajak 

penghasil bagi peredaran usaha 

dengan bruto tertentu? 

Tidak tau 

8.  

Apakah bapak/ibu sudah 

mendapatkan edukasi/sosialisasi 

tentang kewajiban perpajakan 

khususnya PP Nomor 55 Tahun 

2022 dari KPP Pratama Makassar 

Selatan atau dari pihak lain? 

Belum pernah 

9.  

Dengan PP 55 yang menetapkan 

tarif pajak sebesar 0,5% dan 

perhitungan yang cukup sederhana, 

di mana omzet (pendapatan kotor) 

bulanan hanya dikalikan dengan tarif 

tersebut, apakah Anda bersedia 

membayar kewajiban pajak anda? 

Bersedia kalau diberikan edukasi 

terkait PP tersebut karena jujur 

usaha saya kan masih baru jadi 

saya belum tau sama sekali hal-

hal yang berkaitan dengan pajak 

ini 


